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ABSTRAK

Salah satu upaya mititidaksi risiko dalam suatu pembiayaan adalah
diterapkannya denda bagi nasabah mampu akan tetapi menunda-nunda
pembayaran. Hasil dana dari denda keterlambatan yang dikenakan kepada
nasabah akan diakui sebatidaki dana sosial bukan sebatidaki pendapatan bank.
Diskursus mengenai penerapan denda keterlambatan serta pengelolaan dana yang
berasal dari denda masih menjadi perbincantidakn ulama walaupun terdapat
fatwa DSN-MUI yang membolehkan hal tersebut, argumen ulama yang kontra
dentidakn adanya penerapan denda keterlambatan diangtidakp serupa dentidakn
praktik riba. Permasalahan yang muncul diantaranya: adanya keraguan terkait
hukum penerapan denda yang membuat salah satu Bank Syariah menghapus
kebijakan denda, telah terjadi di salah satu Bank Syariah lainnya dalam hal
pengelolaan dana yang seharusnya digunakan untuk dana sosial, dikembalikan
lagi kepada nasabah, terdapat pula pengelolaan dana yang berasal dari denda
digunakan untuk menutupi kredit macet. Oleh karna hal tersebut penulis ingin
mengkaji tentang batidakimana penerapan denda keterlambatan pada salah satu
produk pembiayaan yaitu produk pembiayaan musyarakah mutanagishah yang
terdapat di Bank Muamlalat Cabang Yogyakarta serta pentidaklokasian dananya
apakah digunakan untuk dana sosial. Penelitian ini dianalisis berdasarkan fatwa
DSN-MUI dan konsep magasid asy-Syari ‘ah Yusuf al-Qaradawi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapantidakn dentidakn
menggunakan pendekatan kualitatif. Deskriptif-analitik adalah metode yang
digunakan untuk mentidaknalisis data dentidakn mentidakmati objek kajian
dilapantidakn, ~mengolah data yang terkumpul (hasil wawancara, laporan
keuantidakn tahunan BMI) kemudian dianalisis serta ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: pertama, mengenai
penerapan denda keterlambatan yang terdapat di Bank “Muamalat Cabang
Yogyakarta yaitu denda dikenakan- kepada nasabah yang menunda-nunda
pembayaran yang disebabkan akibat kelalaian dan bukan disebabkan force
majeur. Mengenai- pengelolaan dana yang berasal dari denda keterlambatan
dialokasikan ' sebatidaki.dana sosial yang dikelola khusus oleh Baitul Maal
Muamalat yang merupakan anak perusahaan dari Bank Muamalat (Bank
Muamalat berafiliasi dentidakn Baitul Maal Muamalat). Kedua, penerapan dan
pengelolaan denda merupakan sarana menuju kemaslahatan (nasabah dan bank)
untuk terus menjatidak eksistensi Bank Muamalat. Selain itu, penerapan denda
diangtidakp sebatidaki kebutuhan daruriyyat karena memenuhi beberapa unsur
dari kulliyyat al-khams atau kulliyyat as-sitt berdasarkan pandantidakn Yusuf al-
Qaradawi.

Kata Kunci: Pembiayaan, Denda Keterlambatan, Magasid asy-Syari ‘ah Y usuf
al-Qaradawi



ABSTRACT

One of the risk mititidaktion efforts in a financing is the implementation of
fines for customers able to but delay payment. The proceeds from late fees
imposed on customers will be recognized as social funds rather than as bank
income. Discourse on the application of late fees and management of funds
derived from fines is still a discussion of scholars although there is a fatwa DSN-
MUI that allows this, the arguments of scholars who are counter to the application
of late fines are considered similar to the practice of usury. Problems that arise
include: there are doubts related to the law of applying fines that make one sharia
bank remove the fine policy, has occurred in one of the other Sharia Banks in
terms of managing funds that should be used for social funds, returned to
customers, there is also the management of funds derived from fines used to cover
bad credit. Therefore, the author wants to review about how the application of late
fees on one of the financing products, namely the mutanagishah musyarakah
financing products contained in the Bank Muamlalat Yogyakarta Branch and the
allocation of funds whether used for social funds. This research was analyzed
based on the fatwa DSN-MUI and the concept of maqgasid asy-Syari ‘ah Y usuf al-
Qaradawi.

The type of research used is field research using qualitative approach.
Descriptive-analytics is a method used to analyze data by observing the object of
study in the field, processing the collected data (interview results, annual financial
statements BMI) and then analyzed and drawn conclusions.

Based on the results of the research, it can be concluded that: first,
retidakrding the application of late fees contained in Bank Muamalat Yogyakarta
Branch, namely fines imposed on customers who delay payments caused by
negligence and not due to force majeur. Retidakrding the management of funds
derived from late fees are allocated as social funds managed specifically by Baitul
Maal Muamalat which is a subsidiary of Bank Muamalat (Bank Muamalat
affiliated with Baitul Maal Muamalat). Second, the application and management
of fines is a means to benefit (customers and hanks) to continue to maintain the
existence of Bank Muamalat. In addition, the application of fines is considered a
necessity daruriyyat because it meets some elements of kulliyyat al-khams or
kulliyyat as-sitt based on the view of Yusuf al-Qaradawi.

Keywords: Financing, Late Penalty, Magqasid asy-Shari'ah Y usuf al-Qaradawi
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya dentidakn
berlandaskan prinsip syariah.' Prinsip syariah yang dimaksudkan adalah prinsip
hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh
lembatidak yang memiliki kewenantidakn dalam penetapan fatwa di bidang
syariah. Dalam operasionalnya bank syariah memiliki peraturan perundang-
undantidakn sebatidaki payung hukum yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun
2008.

Bank syariah dalam praktik operasionalnya memiliki empat fungsi? yang
kemudian dentidakn didasari fungsi tersebut diturunkan atau muncul menjadi
berbatidaki produk bank syariah.® Produk yang ada di perbankan syariah secara
tidakris besar dikelompokkan menjadi titidak bagian diantaranya  produk
penghimpunan dana (funding), produk penyaluran dana atau biasa dikenal
dentidakn pembiayaan (financing), dan produk jasa (service).

Pembiayaan atau financing merupakan aktivitas penyediaan-atau pemberian

dana dari satu pihak kepada pihak lain guna menunjang investasi yang telah

! Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbangkan Syariah.

’Sebagai penerima kepercayaan untuk melaksanakan investasi dana-dana yang
dipercayakan oleh deposan atas dasar prinsip bagi hasil (sesuai dengan kebijakan investasi bank),
sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki pemilik dana (sesuai dengna arahan investasi
yang dikehendaki oleh pemilik dana, sebagai penyedia jasa, sebagai pengelola fungsi sosial.

¥ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta, Rajawali Pers, 2015), him. 112.

* Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah (Bandung: CV Pustaka, 2012), him. 133.
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dirancang, baik dilaksanakan secara individu ataupun lembatidak Maksud
lain, pembiayaan ialah pendanaan yang didistribusikan sebatidaki penunjang
investasi yang telah direncanakan.

Pembiayaan yakni penyediaan dana yang berupa transaksi bagi hasil, sewa
beli, jual beli, pinjam meminjam, dan sewa-menyewa jasa berdasarkan
kesepakatan para pihak yaitu antara bank syariah atau Unit Usaha Syariah
dentidakn pihak lain yang mana pihak tersebut difasilitasi dana atau modal yang
nantinya memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut
dentidakn jangka waktu yang telah ditentukan dentidakn imbalan ujrah, tanpa
imbalan, atau bagi hasil. Beberapa transaksi sebatidakimana telah disebut di atas
yaitu berupa transaksi  atau kesepakatan dalam bentuk mudarabah dan
musyarakah, ijarah muntahiyyah bi tamlik, murabahah, salam, istisna‘, qard
fjarah dalam bentuk multijasa.’

Dalam praktek pembiayaan tentunya terdapat ketentuan-ketentuan serta
syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yang akan mentidakjukan
pembiayaan. Salah satu risiko dari suatu pembiayaan adalah adanya kelalaian
nasabah dalam mentidakngsur atau telat-membayar sehingtidak ada sanksi bagi
nasabah jika nasabah mampu akan tetapi menunda kewajiban angsurannya berupa
denda keterlambatan. Denda tersebut kemudian disalurkan untuk sosial atau
diakui sebatidaki dana sosial.

Perbedaan yang mendasar mengenai denda keterlambatan yang diterapkan

pada bank konvensional dan bank syariah selain penamaan adalah perbedaan

Ybid., him. 147.



penerapannya. Di bank konvenional menerapkan adanya penalty sedangkan dalam
bank syariah menerapkan adanya denda keterlambatan.? Namun terkait dentidakn
denda k yang diaplikasikan dalam perbankan syariah ada perbedaan yakni antara
denda ta‘wid (tidaknti rugi) dentidakn denda keterlambatan (za‘zir). Menurut
salah satu karyawan Bank mentidaktakan bahwa denda keterlambatan itu
diterapakan oleh bank akan tetapi hasil dana dari denda keterlamabatan tersebut
tidak masuk ke pendapatan bank, namun masuk ke (ZIS) yang digunakan untuk
sosial.?

Mengenai penerapan denda keterlambatan ini para ulama berbeda pendapat.
Ada ulama yang tidak memperbolehkan atau tidak setuju dentidakn adanya
penerapan denda keterlambatan dentidakn alasan denda keterlambatan
diangtidakp serupa dentidakn riba nasi’ah seperti halnya yang terjadi di zaman
jahiliyah. Namun di sini terdapat pula ulama yang memperbolehkan adanya
penerapan denda keterlambatan tersebut. Erwandi Tarmizi dalam bukunya yang
berudul Muamalat Kontemporer mentidaktakan®, salah satu ulama yang tidak
memperbolehkan adalah ‘lyad al-Anzi, beliau pentidakrang Kitab asy-Syurut at
Ta‘widiyyak’ 'yang di dalam desertasinya mentidaktakan bahwa dilarang untuk

mengenakan denda keterlambatan walaupun pada akhirnya akan digunakan untuk

* Perbedaan penalty dengan denda keterlambatan (za‘zir) di bank syariah. Uang penalty
akan menjadi milik bank dan dianggap sebagai laba. Sedangkan late charge bukan menjadi
penghasilan bank dan bukan pula dianggap laba namun dipakai untuk dana sosial. Dalam buku
Muamalat Kontemporer karya Erwandi Tarmizi.

¥ Wawancara dengan lbu Kity selaku karyawan Bank Muamalat Cabang Yogyakarta 10
Februari 2020.

* Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer, cet. ke-16 (Bogor: PT Berkat
Mulia Insani, 2017), him. 474-475.



kepentintidakn sosial, karena pada dasarnya denda keterlambatan merupakan riba
yang nantinya didistribusikan untuk kepentintidakn sosial. Pandantidakn beliau
berlandaskan Firman Allah:

em.:.»}.o ("7"5 Of Ut R 19339 K | gdi) 1 gaal o ddt \.G.J "]

Selain itu, terdapat pula ulama yang mengisahkan dalam karyanya yang
berjudul «“ Buhus fi Figh al-Bunuk al-Islamiyyal’ bahwa terdapat sebuah kasus
yaitu di salah satu bank syariah yang terdapat di timur tentidakh, dewan syariah
dari bank tersebut memberi izin kepada direksi perihal penarikan denda yang
mana diperbolehkan dentidakn syarat serta seluruh dananya diakui atau
diangtidakp sebatidaki dana sosial. Akan tetapi, dentidakn beberapa alasan
direksi jutidak memperoleh izin untuk menggunakan dana tersebut sebatidaki
biaya tidaknti rugi yang disebabkan karena kredit macet. Berdasarkan akuntannya
terbukti bahwa dana perolehan denda digunakan untuk menutupi kredit macet
yang telah dialami oleh bank.

Ulama yang memperbolehkan adanya denda keterlambatan (late charge)
diantaranya: Wahbah: az-Zuhaili, Muhammad Syubair yang tertidakbung dalam
AAOIFI (Accounting and Auditing Ortidaknization of Islamic Finance
Institutions), yang berpandantidakn bahwa “ pada saat melakukan sebuah kontrak
dalam suatu transaksi utang seperti contoh murabahah, diperbolehkan memuat
tentang kesiapan orang yang berhutang (nasabah) untuk menyumbangkan
sejumlah uang atau sebagian tertentu jika dia menunda untuk membayar

kewajibannya namun dentidakn syarat uang tersebut diperuntukkan sebatidaki

> Al-Bagarah (2): 278



dana sosial serta harus dipantau oleh dewan pentidakwas syariah. Argumen ini
jutidak didukung dentidakn beberapa dalil.

Penjelasan fatwa DSN-MUI No0.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi
Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran memuat tentang
kebolehan untuk memberikan sanksi kepada nasabah mampu yang menunda-
nunda pembayaran yang sanksi tersebut disandarkan pada prinsip za ‘zir dentidakn
tujuan mendisipkan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Bentuk dari sanksi
yang diberikan dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan
berdasarkan  persetujuan para pihak saat pembuatan kontrak yang
ditandatantidakni dan untuk dana perolehan denda dialokasikan untuk dana sosial.

Terdapat beberapa Bank Syariah yang telah memberlakukan denda
diantaranya Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, BNI Syariah, BRI
Syariah dan Bank Aceh Syariah. Namun berdasarkan penelitian Laode Arahman
Nasir diantara bank tersebut pada tahun 2016 BNI Syariah menghapus ketentuan
denda dentidakn beberapa alasan yaitu banyaknya keluhan nasabah mengenai
denda, adanya keraguan terkait hukum dalam menerapkan denda, denda tidak
efektif, denda tidak dapat dijadikan sebatidaki pendapatan bank-sehingtidak PT
BNI Syariah memutuskan untuk tidak menerapkan denda.® Terdapat pula di BRI
Syariah KCP Kopo Bandung yang mana denda ¢a‘zir yang berasal dari nasabah
tidak disalurkan untuk dana sosial akan tetapi dikembalikan lagi kepada nasabah

dentidakn mentidakkumulasikan besaran denda di akhir pembiayaan melalui

® Laode Arahman Nasir dan Wasilah, “Penghapusan Kebijakan Denda Keterlambatan Pada
Pembiayaan Bermasalah PT Bank BNI Syariah,” Jurnal Indonesian Journal of Accounting and
Governance Vol. 2: 2 (Desember 2018), him. 14.



rekening nasabah.” Sehingtidak berdasarkan data tersebut di atas, penulis ingin
mengetahui penerapan serta pengelolaan denda yang terdapat di Bank Muamalat.
Bank Muamalat merupakan Bank syariah pertama di Indonesia. Penulis
melakukan penelitian di BMI Cabang Yogyakarta untuk memudahkan penulis
dalam mentidakkses data.

Berdasarkan isu hukum dan paparan data di atas terkait denda keterlambatan
dalam hal pembiayaan di Bank Syariah, maka penulis tertarik untuk mengkaji
secara mendalam terkait penerapan denda keterlambatan serta pengelolaan dari
dana tersebut apakah dialokasikan untuk dana sosial. Atidakr penelitiannya ini
terarah serta lebih fokus dalam hal variabel dan objek penelitian, maka penulis
memfokuskan mengkaji denda keterlambatan dalam pembiyaan musyarakah
mutanaqgisali’, karna pembiayaan musyarakah diangtidakp akad yang unik, lebih
menguntungkan serta digemari nasabah selain akad murabahah.

Beberapa diantara keunggulan lainnya adalah hartidak yang bersaing
dikarenakan ujrah yang bisa ditinjau setiap saat, hartidak lebih murah
dibandingkan. menggunakan akad murabahah karena skim pembiayaan lebih

elastis dan dinamis dalam menghadapi fluktasi hartidak di pasar’, akan saling

" Meti Hasanah dan Asep Arifin, “Penerapan Denda 72 ‘zir Pada Produk Pembiayaan Mikro
Di BRI Syariah KCP Kopo,” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6: 2 (Juli 2019), hlm. 120

¥ Musyarakah Mutanagisah adalah salah satu produk pengembangan dari produk berbasis
akad musyarakah. Musyarakah Mutanagisah dapat diaplikasikan sebagai suatu produk
pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip syirkah ‘inan, dimana porsi modal (hissah)
salah satu syarik (mitra) yaitu bank berkurang disebabkan oleh pembelian atau pengalihan
komersial secara bertahap (naq/ al-hissah bi al-‘iwad al-mutanaqisah) kepada syarik (mitra) yang
lain yaitu nasabah. Tim Penyusun, Standar Produk Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah,
Devisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa
Keuangan, him. 114.

% Tri Mamik Rahayu, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Musyarakah
Mutanagisah (MMQ) Pada Produk Pembiayaan KPR Muamalat IB Kongsi Di Bank Muamalat



menjatidak asset tersebut dikarenakan asset merupakan milik bersama yang
menjadi objek perjanjian, adanya bagi hasil atas margin sewa yang telah
ditetapkan atas asset tersebut, kedua belah pihak dapat menyepakati terhadap
perubahan hartidak sewa berdasarkan waktu yang ditentukan dentidakn mengikuti
hartidak pasar, dapat meminimalisir risiko financial cost jika terjadi inflasi dan
kenaikan suku buntidak pasar pada perbankan konvensional.™

Untuk mentidaknalisis kajian ini, penulis menggunakan konsep magasid
asy-Syari‘ah Yusuf al-Qaradawi. Alasan penulis memilih menggunakan
tidaktidaksan beliau dikarenakan paradigma manusia dalam memandang sesuatu
berjalan dinamis. Oleh karena itu mengenai permasalahan kontemporer
(penerapan dan pengelolaan denda keterlambatan) maka diperlukan teori yang
ditidaktidaks oleh ulama kontemporer pula, salah satunya Yusuf al-Qaradawi
(ulama generasi 90 an). Pola pikir yang ditawarkan oleh beliau diangtidakp
santidakt cocok dentidakn pola pikir kebanyakan rakyat Indonesia yang santidakt
memtidakng sistem  kemazhaban dan tetap memtidakng tradisi yang
dikembangkan oleh ulama-ulama tradisonal, beliau mampu mengeksplor pendapat
semua ulama namun dipilih pendapat ulama yang paling kuat dan paling relevan
dentidakn persoalan di zaman sekarang. Selain itu, beliau mengupas permasalahan

riil, actual yang mana permasalahan tersebut sedang terjadi di tentidakh-tentidakh

Indonesia Cabang Semarang,” Skripsi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang 2018, him. 73-73.

% Popi Oktaviani, “Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Dalam Kredit Pemilikan
Rumah Syariah,” Tesis Mahasiwa Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia
Depok 2011, him. 45-46.



masyarakat (masalah kontemporer). Hal ini berdasarkan penelitian tentang
pentidakruh pemikiran Y usuf al-Qaradawi."

Penulis merasa masih sedikit penelitian sejenis ini yang mengkaji tentang
penerapan denda di bank syariah baik dari segi hukum maupun manjemen
pentidaklokasian dana dari hasil denda sehingtidak penulis mentidakngkat judul
“Penerapan dan Pengelolaan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Angsuran
Nasabah Dalam Pembiayaan Musyarakah Mutanagisah di Bank Muamalat

Cabang Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti

merumuskan beberapa permasalahan sebatidaki berikut:

1. Mentidakpa Bank Muamalat Cabang Yogyakarta menerapkan denda
keterlambatan dalam pembiayaan musyarakah mutanagisah ?
Batidakimana pengelolaan dana dari denda tersebut?

2. Batidakimana ' tinjauan maqgasid - asy-Syari‘ah. Yusuf al-Qaradawi
terhadap penerapan dan pengetolaan denda keterlambatan pembayaran
angsuran nasabah atas produk pembiayaan musyarakah mutanaqisah di

Bank Muamalat Cabang Yogyakarta?

11 Siti Aminah, “Pengaruh Pemikiran Yusuf Qaradhawi di Indonesia,” Jurnal Ummul Qura
Vol.5: 1 (Maret 2015), him. 68-69.



C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis sampaikan di atas, maka

penelitian ini memiliki tujuan sebatidaki berikut:

1.

Untuk mengetahui pentidaklokasian dana yang berasal dari denda
keterlambatan pada produk pembiayaan musyarakah mutanaqisah di
Bank Muamalat Cabang Yogyakarta

Untuk menguraikan tinjauan maqasid asy-Syari‘ah Y usuf Qaradawi
terhadap penerapan denda keterlambatan pembayaran angsuran
nasabah atas produk pembiayaan musyarakah mutanaqisah di Bank

Muamalat Cabang Yogyakarta

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1.

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi
pemikiran ilmiah dalam bidang hukum ekonomi yang berbasis
syariah. Khususnya kajian mengenai denda baik dari segi hukum
maupun operasionalnya yang menjadikan pembeda antara bank
syariah dan konvensional.

Secara praktis, penelitian ini-diharapkan dapat memberi sumbangsih
positif bagi’ lembatidak keuantidakn syariah atau perbankan syariah
dalam praktik penerapan atau sebatidaki acuan dalam praktik

perbankan syariah terutama dalam hal denda.
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D. Telaah Pustaka

Penelitian ini fokus mengkaji tentang penerapan dan pengelolaan denda
keterlambatan terhadap produk pembiayaan. Untuk melakukan penelitian lebih
lanjut, dalam hal ini peneliti menemukan beberapa kajian yang relevan dentidakn
penelitian ini baik berupa tesis maupun jurnal, diantaranya yaitu:

Penelitian yang ditulis oleh M. Rifky Indragiri'?, Moch Endang Djunaeni®,
Maimun.* Meti Hasanah dan Asep Arifin®, Irfan Harmoko® kelima penelitian
ini memiliki kesamaan yaitu mengkaji mengenai denda yang diterapkan dalam
lembatidak keuantidakn syariah baik perbankan maupun BMT. Namun berbeda
terkait pisau analisis yang digunakan, ada yang berdasarkan perspektif hukum
Islam, hukum ekonomi syariah, dan terdapat jutidak yang mentidaknalisis
dentidakn menggunakan pendekatan ushul figh. Perbedaan jutidak terdapat dalam
permasalahan yang melatarbelakangi penelitiannya salah satunya adanya sanksi
bagi nasabah yang lalai akan kewajiban membayar angsurannya, perbedaan

pentidakplikasian denda nasabah yang seharusnya denda tersebut disalurkan

12 M. Rifky Indragiri, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Sanksi pada
Lembaga Keuangan Syariah,” Tesis Mahasiswa Program Studi 'Hukum Ekonomi Syariah 1AIN
Antasari Banjarmasin (2016), him. 6.

"> Moch Endang Djunaeni dan Maulana Yusuf, “Analisis Penerapan Denda di Lembaga
Keuangan Syariah Perspektif Hukum Islam,” Jurnal Al Amwal Vol. 9: 2 (2017), him. 310.

¥ Maimun, “Sanksi Terhadapa Debitur Pengemplang dalam Praktik Perbankan Syariah:
Suatu Kajian Aplikatif Ushul Figh,” Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 5:1 (Januari 2013),
him. 1.

15 Meti Hasanah, Asep Arifin, “Penerapan Denda T zir pada Produk Pembiayaan Mikro
Di BRI Syariah KCP Kopo,” Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 6: 2 (Juli 2019), him. 114.

1 Irfan Harmoko, “Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran dalam
Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000,”
Jurnal Qawanin Vol 3: 1 (Januari-Juni 2019), him. 33.
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sebatidaki dana sosial sebatidakimana fatwa DSN-MUI tentang sanksi basabah
mampu yang menunda-nunda pembayaran angsuran, namun di salah satu Bank
Syariah dalam praktiknya nasabah dikenai denda dan hasil denda tersebut
dikembalikan lagi ke rekening nasabah.

Kajian kelima peneliti di atas selain untuk mengetahui batidakimana
penerapannya di lembatidak keuantidakn syariah, dalam penelitian Moch Endang
Djunaeni'” memperluas kajiannya yaitu tentang target penyaluran dana dari hasil
denda, faktor-faktor yang menyebabkan diterapkannya denda serta tindakan yang
dilakukan dalam pembiayaan bermasalah di lembatidak keuantidakn syariah.
Penyaluran dana yang berasal dari denda diposkan dalam gardh al-hasan ditujukan
secara langsung diantaranya untuk santunan anak yatim berupa beberapa peralatan
sekolah, orang tua jompo berupa sejumalh uang serta melalui lembatidak formal
seperti BAZNAS dan LAZNAS.

Kemudian Irfan Harmoko® menambahkan dalam hasil penelitiannya bahwa
penerapan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda
pembiayaan *, dipandang. tepat, | bahkan @ harus ' dipertetidaks  dalam
pentidakplikasiannya. Karena dampak dari penerapan-fatwa ini cukup baik bagi
pihak bank syariah yaitu sebatidaki warning terhadap nasabah yang berpotensi

melakukan wanprestasi. Bagi nasabah tersendiri adanya fatwa memiliki peran

' Moch Endang Djunaeni dan Maulana Yusuf, “Analisis Penerapan Denda di Lembaga
Keuangan Syariah Perspektif Hukum Islam,” Jurnal Al Amwal Vol. 9: 2 (2017), him. 310.

18 Irfan Harmoko, “Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran dalam
Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000,”
Jurnal Qawanin Vol 3: 1 (Januari-Juni 2019), him. 33.
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edukatif atidakr nasabah lebih tertib dan bertanggung jawab atas fasilitas
pembiayaan yang diperoleh.

Penelitian oleh Teuku Arief Azhari®®, Tifa Syamsari®. Kedua peneliti ini
mengkaji penerapan denda keterlambatan pembayaran dalam pembiayaan
murabahah yang terdapat dalam perbankan syariah berdasarkan aspek yuridis.
Kajiannya mencakup tentang penentuan biaya keterlambatan atau denda nasabah
dalam pembiayaan murabahah. Penentuan adanya biaya keterlambatan
pembayaran dalam pembiayaan murabahah dilihat dari akadnya kemudian
penentuan besaran denda pada bank syariah pada umumnya berbeda-beda dan
yang terakhir untuk menetapkan sanksi yang ideal bagi nasabah adalah membuat
perjanjian dentidakn nasabah bahwa jika terlambat membayar angsuran yang
menjadi kewajibannya maka seluruh angsuran menjadi tunai.

Mengenai kebijakan penerapan denda atas tungtidakkan kepada nasabah
dalam hal pembiayaan bermasalah yang disebabkan karna wanprestasi yang dalam
hal ini dianalisi berdasarkan pentidakturan hukumlslam dan hukum di Indonesia
serta prakteknya. Berdasarkan: pentidakturan: hukum terkait pengenaan denda,
dalam KUHPerdata tidak disebutkan secara rinci akan tetapi jika hal tersebut
disubutkan dalam perjanjian maka kedua belah pihak ‘harus mentaati isi

perjanjian. Dalam fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan

' Teuku Arief Azhari, “Penerapan Biaya atas Keterlambatan Pembayaran atau Denda
dalam Pembiayaan a/-Murabahah Pada Perbankan Syariah,” Tesis Mahasiswa Program Studi
Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta (2017), him.12.

0 Tifa Syamsari, “Analisis Analisis Yuridis Penerapan Denda atas Tunggakan (Garamah)
pada Akta Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat Cabang Balaikota Medan,” Tesis
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan (2019), him. 11.
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Otoritas Jasa Keuantidakn membolehkan pengenaan denda. Dalam praktiknya,
besaran denda ditentukan dan tertulis pada peraturan Internal Bank tersendiri,
tidak diatur dalam Buku Standar Murobahah yang dikeluarkan oleh OJK .

Penelitian oleh Luasa Almin dan Igbal M. Aris*, Firman Wahyudi%
penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap alasan atau pemaknaan denda
serta parameter untuk menilai kondisi nasabah. Perihal pemaknaan denda yang
berlakukan, maka denda memiliki 3 makna yaitu denda sebatidaki edukasi
(terwujud dalam perlakuan denda bagian dari pembinaan terhadap nasabah,
pemantauan dan penelusuran dilakukan atidakr dapat mengetahui masalah yang
dihadapi oleh nasabah). Denda sebatidaki kebaikan (terwujud dalam perlakuan
denda sebatidaki bentuk menjalankan perintah dalam alQur’an, pemberian
kelongtidakran bagian dari toleransi terhadap masalah yang dialami oleh
nasabah). Denda sebatidaki sebatidaki tanggung jawab (terwujud perlakuan denda
bagian dari ketetidaksan terhadap nasabah, perlakuan denda dapat memberikan
kesadaran untuk memenuhi kewajiban, komitmen berupa janji yang harus
ditepati).

Sedangkan parameter untuk melihat kondisi nasabah sebatidakiman hasil
penelitian Firman Wahyudi® yaitu dalam hal para pihak tidak dapat memenuhi

prestasinya dikarenakan kondisi force majeur maka pihak tersebut tidak dapat

! Luasa Almin dan Igbal M.Aris Ali, “Memaknai Perlakuan Denda pada Transaksi
Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah di Kota Ternate,” Jurnal Riset Akutansi, Vol. 3: 1
(Maret 2018), him. 90.

** Firman Wahyudi, “Mengontrol Moral Hazard dan Nasabah Melalui Instrumen 7a‘zir
dan 7a‘wid,” Jurnal Al-Banjari Vol. 16: 2 (Juli-Desember 2017), him. 188.

» Firman Wahyudi, “Mengontrol Moral Hazard dan Nasabah Melalui Instrumen 7a‘zir
dan Ta‘wid,” Jurnal Al-Banjari Vol. 16: 2 (Juli-Desember 2017), him. 188.
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dikenakan ta‘zir dan ta‘wid,. Jika keadaan tersebut berada dalam taraf memaksa
absolut maka hal tersebut dibebaskan. Akan tetapi jika dalam keadaan memaksa
relatif maka hanya diberi oenundaan waktu. Namun, apabila keadaan normal,
pihak debitur dituntut kembali untuk memenuhi prestasinya.

Penelitian ditulis oleh Khoiro Aulit Taufigo®, Denis Arifandi®. Penelitian
ini dilatarbelakangi adanya angtidakpan bahwa denda yang berupa tidaknti rugi
yang menjadi keharusan bagi nasabah memiliki kesamaan dentidakn denda yang
diberlakukan di bank konvensional. Sehingtidak dua penelitian ini mengkaji
permasalahannya dentidakn menggunakan ketentuan ¢a‘wid, berdasarkan hukum
Islam dentidakn melihat jutidak fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-
MUI/VI1II/ 2004. Namun terdapat perbedaan pada metode yang digunakan, salah
satu peneliti melakukan serta mentidaknalisa praktik penerapan tersebut di BNI
Syariah dentidakn hasil bahwa pada praktik di BNI Syariah Kota Semarang belum
sesuai dentidakn ketentuan yang ada. Sedangkan peneliti lainnya menggunakan
penelitian pustaka (library research).

Penelitian yang ditulis oleh LLaode Arahman Nasir dan Wasilah®® dentidakn
judul ‘“‘Penghapusan Kebijakan Denda Keterlambatan pada Pembiayaan

Bermasalah PT Bank BNI Syariah”. Penelitiannya membahas tentang penyebab

# Khoiro Aulit Taufiqo, “Analisis Pengelolaan Dana Ta’wid di BNI Syariah Kota
Semarang,” Tesis Mahasiswa Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
(2016), him. 8.

% Denis Arifandi, “Ganti Rugi (7a‘wid) Akibat Kelalaian Pembayaran Hutang Analisa
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004,” Tesis Mahasiswa Konsentrasi
Hukum Bisnis Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017), him. 6.

% Laode Arahman Nasir dan Wasilah, “Penghapusan Kebijakan Denda Keterlambatan pada
Pembiayaan Bermasalah PT Bank BNI Syariah,” Indonesian Journal of Accounting and
Governance Vol. 2:2 (Desember 2018), him. 5.
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dan dampak adanya penghapusan denda terhadap pembiayaan bermasalah di Bank
BNI Syariah serta mengevaluasi dan merekomendasi atas kebijkan tersebut.
Berdasarkan hasil penelitiannya, dapat menjawab apa yang menjadi
permasalahannya yaitu yang menyebabkan penghapusan denda karena adanya
keraguan dalam penerapannya namun upaya yang masih dilakukan oleh Bank
BNI Syariah adalah menerapkan fa‘wid yang diangtidakp lebih positif dan
berpentidakruh terhadap pendapatan bank.

Penelitian yang ditulis oleh Ezani Yaakub, Mohamed Azam Mohamed Adil
dkk®, Aris Fauzin®, Zuhaira Nadiah Binti Zulkipli®®. Ketitidak penelitian ini
dikaji berdasarkan aturan kebolehan memberikan hukuman finansial sebatidaki
alternatif untuk memititidaksi risiko keterlambatan pembayaran dalam perbankan
syariah. Salah satunya penelitian ini menilik perbankan syariah yang terdapat di
Malaysia sebatidakimana yang ditulis oleh Ezani Yaakub, Mohamed Azam
Mohamed Adil dkk®*. Berdasarkan hasil penelitiannya menyebutkan bahwa
adanya kebijakan mengenai pengenaan ta‘wid dan tidakramah oleh Bank
Netidakra Malaysia dapat memititidaksi risiko dan daya saing dentidakn bank
konvensional. Hal ini tidak menyimpang dari kebijakan dan prinsip Islam yang

menghindari isu-isu riba.

%" FEzani Yaakub dkk, “A Revisi to the Practice of Late Charges by Islamic Bank in
Malaysia,” Jurnal Pengurusan (22 Maret 2015), him. 195

8 Aris Fauzan, “Imposition Of Sanction (Ta’zir) and Purnitive Damages (Ta’widh) to
Customers in Musyarakah Mutanaqgishah Contract,” Journal of Economicate Studies Vol.2 : 1,
2018

% Zuhaira Nadiah Binti Zulkipli, “Late Payment Penalty: Ta’widh and Gharamah Imposed
to Debtor from the Shariah Perspective,” Yuridika Vol. 35: 1 (Januari 2010), him. 187.

%0 Ezani Yaakub dkk, “A Revisi to the Practice of Late Charges by Islamic Bank in
Malaysia,” Jurnal Pengurusan (22 Maret 2015), him. 195
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Selanjutnya dua penelitian lainnya mengkaji denda berdasarkan aturan atau
legistimasi fatwa Dewan Syariah Nasional dalam MMQ dan mengkaji perihal
implementasi za‘wid dan gharamah yang kemudian dikaji menggunakan konsep

syariah dan mashlahah sesuai penilaian dasar-dasar yurisprudensi Islam.

E. Kerangka Teoritik

Adanya permasalahan terkait prilaku nasabah pengemplang (nasabah
mampu yang terlambat atau menunda-nunda dalam membayar angsurannya),
Perbankan syariah menerapkan denda sebatidaki salah satu bentuk untuk
meminimalisir risiko yang akan terjadi. Dalam hal ini perbankan syariah
menerapkan denda berupa ta‘zir dan ta‘wid, (tidaknti rugi). Namun, konsep dari
kedua denda tersebut berbeda.

Konsep denda (za‘zir ymerupakan sanksi yang dikenakan kepada nasabah
yang mampu tetapi menunda pembayaran, sanksi berupa denda sejumlah uang
yang besarnya ditentukan pada saat awal kontrak, dan dana yang berasal dari
denda ini diakui sebatidaki dana sosial.* Sedangkan: ta‘wid, dikenakan kepada
nasabah atas kerugian riil yang sudah dikeluarkan akibat wanprestasi. Kerugian
riil yang dialami bank berupa biaya-biaya langsung.yang nyata-nyata dikeluarkan

akibat wanprestasi, dan dana za ‘wid, diakui sebatidaki kompensasi.*

% Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu
Yang Menunda-Nunda Pembayaran.

%2 Fatwa DSN-MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Riil Sebagai Ta’widh
Akibat Wanprestasi .
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Dalam penelian ini, penulis memfokuskan kajiannya terhadap denda yang
didasarkan dentidakn prinsip ta‘zir, yang kemudian dianalisis menggunakan
konsep magqasid asy-Syari ‘ah Y usuf al-Qaradawi.

Konsep Maqasid asy-Syari ‘ah Yusuf al-Qaradawi

Yusuf al-Qaradawi disebut sebatidaki tokoh konserfatif fondamentalis,
beliau santidakt menghartidaki dan menghormati pemikiran ulama-ulama klasik,
tidak fanatik terhadap suatu mazhab tertentu karena baginya fanatik dalam
bermazhab akan menyebabkan kontraproduktif terhadap perkembantidakn hukum
Islam.* Hal ini tampak dalam salah satu metode pengtidaklian hukum yang beliau
kembangkan vyaitu magqasid asy-Syari‘ah. Dalam tidakatidaksan beliau tentang
pengembantidakn teori ini jutidak berangkat dari tidaktidaksan yang diusung oleh
ulama terdahulu yaitu al-Tidakzali dan asy-Syatibi. Berikut uraian tentang
magqasid asy-Syari ‘ah berdasarkan tidaktidaksan Yusuf al-Qaradawi:

Maqasid asy-Syari‘ah atau maksud-maksud syariat merupakan tujuan
yang menjadi objek teks serta hukum-hukum partikular atidakr dapat terealisasi
dalam kehidupan manusia pada umumnya. Baik teks tersebut bersifat mubah
(boleh dilakukan), perintah, maupun larantidakn. Untuk personal, keluartidak,
kelompok, serta umat.*

Ada beberapa jalan atidakr dapat mencapai kepada maksud-maksud syariat

yaitu®: Pertama, mengtidakli tiap-tiap illat teks Al-Qur’an dan As-Sunnah untuk

% Siti Aminah, “Pengaruh Pemikirn Yusuf Qaradhawi di Indonesia,” him. 68-69.
* Yusuf al-Qaradawi, Dirasah fi Figh Magasid asy-Syari‘ah..., him. 20.

%3 |bid., hlm. 24-
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bisa memahami maksud-maksud dan tujuan-tujuan Islam. Seperti firman Allah

dalam surat Al-Hadid,

A a5 Oy S vgae W 5Ty Ll Loy Lo T )
36]= ’ﬂb.

Kedua, mendalami, menyelusuri, serta memperhatikan hukum-hukum
partikular, antara suatu hukum dentidakn hukum lainnya dipadukan atau disatukan
untuk mengetahui dan menuemukan maksud-maksud global menuju maksud
Allah Swt. dalam membuat hukum-hukum tersebut.

Terdapat beberapa maksud atau tujuan syariat antara lain:*’

a.  Memperbaiki akidah mengenai konsep ketuhanan, atidakma, dan
balasan.

b.  Menegtidakkkan kemuliaan dan HAM, khususnya bagi orang-orang
yang lemah.

c.  Meningkatkan ibadah serta ketaqwaan kepada Allah.

d.  Memperbaiki akhlak dan membersihkan hati.

e.  Membentuk - keluartidak yang taat serta memiliki tujuan untuk
memberikan keadilan terhadap wanita.

f. Menjadikan umat yang menjatidak nilai-nilai kemanusiaan.

g.  Mentidaknjurkan manusia untuk saling kerjasama dalam pemenuhan

kemanusiaan (HAM)

%% Q.S. Al-Hadid (57): 25.

3 Yusuf al-Qaradawi, Dirasah fi Figh Maqashid Syariah..., him. 24.
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Al-Qaradawi tidak hanya menilai mashlahah sebatidaki esensi dari
maqasid asy-Syari‘ah yaitu hikmah (nilai filosofis) dibalik setiap ketentuan
syariat, tetapi jutidak mentidakfirmasi magasid sebatidaki sebuah metodologi
ijtihad hukum Islam (fikih) dalam frame metode ijtihad insya7*® Tanpa kembali
teori magasid, maka hukum Islam tidak akan menemukan relevansinya di
tentidakh perkembantidakn hukum-hukum modern lainnya.*

Mengenai konsep al-kulliyyat al-khamsah (memelihara atidakma, jiwa,
akal, keturunan serta harta) seperti yang telah ditidaktidaks oleh Imam Abu
Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tidakzali (450-505 H/1059-1111 M)
kemudian Abu Ishaq asy-Syatibi (w. 790 H/1388 M), menurut Y usuf al-Qaradawi
masih terdapat beberapa hal dari maksud-maksud syariat atau kemashlahatan
penting selain yang telah yang telah disebutkan 5 di atas, yaitu hal yang berkaitan
dentidakn nilai-nilai sosial, kebebasan, persamaan, persaudaraan, solidaritas, dan
hak-hak asasi manusia serta seperti beberapa hal yang ada kaitannya dalam
membentuk masyarakat, umat, dan netidakra.’

Terdapat pembagian. al-kulliyyat.-dan ' maslahat-maslahat syariat yang

dilakukan oleh para ulama ushul fikih ke dalam titidak tingkatan. Tingkatan yang

¥ Jjtihad Insya’7 (kreatif) adalah pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan,
yang persoalan itu belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu, baik itu persoalan
lama atau baru. Dengan kata lain, bahwa ijtihad insya’7 meliputi sebagian persoalan lama, yaitu
dengan cara seorang mujtahid kontemporer untuk memiliki pendapat baru dalam masalah itu yang
belum didapati dari pendapat ulama-ulama salaf.

% Maulidi, “Metodologi ljtinad Fikih Kontemporer,” Jurnal Al-Manahij, Vol. 8: 1
(Januari 2014), him. 20.

“Yusuf al-Qaradawi, Dirasah fi Figh Maqasid asy-Syari ‘ah..., him. 28.
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dikonsepsikan oleh al-Tidakzali dan diikuti oleh orang-orang samapi saat ini
adalah:

1. Ad- Daruriyyat

2. Al-Hajiyyat

3. At-Tahsiniyyat

Menurut Yusuf Qaradawi, Klasifikasi logis di atas tentu santidakt
diperlukan bagi para mujtahid dalam proses pengtidaklian hukum akan realita
kehidupan atau pada saat melakukan studi komparatif terhadap beberapa
permasalahan yang kontradiktif.*

Terdapat empat tujuan dari studi maqgasid asy-Syari‘ah diantaranya: 1).
Menginterpretasikan Al-Qur’an dan As-Sunnah tidak secara harfiah, tetapi secara
subtantif, karena dalil-dalil syarak yang bersifat /afziyyah tidak cukup untuk
memahami maksud syarak. 2). Magasid asy-Syari‘ah menjadi satu kaidah atau
pendekatan dalam melakukan tarih dan istinbat hukum. 3). Dakwah dan
pemberian fatwa (/ffa’) yang akurat dan memiliki kepastian hukum. 4).
Revitalisasi fikih'yang selaras dentidakn Al-Qur’an dan As-Sunnah.*

Berikut adalah magasiduniversal ulama kontemporer:*

Nama Ulama Kantribusinya
Yusuf Qaradhawi Menyarankan bahwa pokok syariat
(menurut Alquran:
e Pelestarian akidah dan
hartidak diri

“1 1bid., him. 29.

“Maulidi, “Metodologi ljtinad Fikih Kontemporer,” Jurnal Al-Manahij, VVol. 8: 1 (Januari
2014), him. 20.

% Jaser ‘Audah, Al-Maqasid Untuk Pemula (Yogyakarta: Suka Press, 2013) him. 21.
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e Penyembahan Allah Swt.

e Penjernihan jiwa

e Perbaikan akhlak

e Pembangunan keluartidak

e Memperlakukan perempuan
dentidakn adil

e Pembangunan bangsa
Muslim kuat

o Kerjasama antarumat
manusia

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang santidakt esensial, sehingtidak
diperlukannya langkah-langkah pengembantidakn atidakr dapat mencapai tujuan
dari penelitian yang dilakukan sebatidakimana berikut:

1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi lapantidakn (field research)
yaitu dentidakn melakukan penelitian di Bank Muamalat Cabang Yogyakarta
dentidakn menggunakan metode analisis kualitatif yang dalam hal ini penulis
melakukan identifikasi hukum dan meneliti efektifitas hukum yang tercakup di
dalamnya.

Dalam-penelitian ini, penulis melakukan pengtidaklian hukum dentidakn
cara melihat realita yang terjadi di tapantidakn dentidakn cara mentidakmati, lalu
dikaji dan dianalisis berdasarkan ketentuan perihal denda sebatidaki acuan untuk
memecahkan masalah. Mengenai objeknya adalah mentidakmat penerapan denda
atas keterlambatan pembayaran angsuran dalam akad pembiayaan musyarakah
mutanaqisah serta pengelolaan dana tersebut di Bank Muamalat yang kemudian

dikaji berdasarkan fatwa DSN-MUI dan Magqasid asy-Syari ‘ah.
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2 Sifat Penelitian
Dalam research ini, tipe yang digunakan oleh penulis bersifat deskriptif-
analitik, yakni tipe pengumpulan data, kemudian dari data tersebut dilakukan
analisis dan diberikan kesimpulannya.* Disini penulis mengkaji fatwa DSN-MUI
terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dentidakn substansi
di dalamnya berisikan suatu ketentuan adanya denda keterlambatan yang
diterapkan di Bank Muamalat, serta memandang penerapan dan pengelolaan
denda yang diterapkan oleh Bank Muamalat Cabang Yogyakarta berdasarkan
magqasid asy-Syari ‘ah Yusuf al-Qaradawi. kemudian didukung dentidakn
beberapa rujukan lainnya dan relevan, kemudian dianalisi dan ditarik
kesimpulannya.
3 Pendekatan Penelitian
Penulis menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan ini dilakukan untuk
menemukan data yang terdapat di lapantidakn (Bank Muamalat) sehingtidak
penulis dapat mengtidakmbarkan serta mendeskripsikan praktek serta ketentuan-
ketentuan terkait denda. Hal ini sebatidaki kerangka pembuktian dalam penelitian

yang berguna untuk menyampaikan informasi yang benar.

* Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D
(Bandung: Alfabeta Bandung, 2020), him. 29.
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4 Sumber Data

Sumber data merupakan pokok perolehan data yang dikumpulkan.®

Adapun sumber data yang digunakan untuk memudahkan dalam proses

pengumpulan data, adalah:

1) Wawancara, penulis melaksanakan wawancara kepada beberapa pihak
yang terdapat di Bank Muamalat yaitu 2 karyawan Bank Muamalat
Cabang Yogyakarta, admin Bank Muamalat Pusat dan Cabang serta
admin Baitul Maal Muamalat guna untuk memperoleh keterantidakn
serta informasi yang jelas terkait objek kajian peneliti yaitu tentang
ketentuan penerapan denda keterlambatan terhadap produk
pembiayaan serta pengelolaan dari dana tersebut.

2) Dokumentasi, peneliti dalam hal ini mendokumentasikan setidakla
sesutu yang bisa dijadikan sebatidaki sumber tambahan atau bukti
yang didaptakan dari Laporan Keuantidakn Tahunan Bank Muamalat
Yogyakarta.

5 Metode Analisis Data
Metode = analisis-penelitian Ini adalah metode Kkualitatif yaitu metode
pengumpulan’ data  yang kemudian diolah atau dianalisis dan diambil
kesimpulannya. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data baik yang didapatkan
dari Bank Muamalat Cabang Yogyakarta berdasarkan hasil wawancara maupun

website dan laporan keuantidakn Bank Muamalat kemudian dianalisi

*> Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek (Jakarta:
RinekaCipta, 2002), him. 107.
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menggunakan teori Maqgasid asy-Syari‘ah Yusuf al-Qaradawi, lalu penulis
menyimpulkan berdasarkan hasil analisis.
G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan tesis ini, terbagi menjadi lima bab dan setiap bab terdapat
beberapa sub. Tiap-tiap babnya saling berhubuntidakn atau antara bab pertama
sampai dentidakn bab terakhir adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan
guna kajian ini dapat dipahami dentidakn mudah, atidakr sistematika ini terlihat
jelas, maka penulis akan menguraikan pembahasan yang terdapat dalam setiap
rangkaian babnya sebatidakimana berikut:

Bab Pertama, berisi latar belakang masalah yaitu terkait isu hukum yang
melatarbelakangi penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,
kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan, yang
mana bagian-bagian tersebut mempunyai maksud yang berbeda antara lain adalah
untuk mengetahui tujuan dan kegunaan dari penelitian yang telah dilakukan,
menelaah buku-buku yang digunakan sekaligus untuk mengetahui tentang cara-
cara atau metode yang digunakan dalam suatu-penelitian.

Bab Kedua, Kajian Teori, teori dalam kajian ini mentidakndung substansi
beberapa teori guna sebatidaki penguat penelitian karena tanpa adanya teori maka
suatu penelitian belum dapat dikatakan valid, dan di dalam kajian teori ini dibahas
dan dikemukakan tentang tidakmbaran umum produk pembiayaan, tidakmbaran
umum pembiayaan musyarakah mutanaqisah, tidakmbaran umum tentang denda

(ta‘zir) serta teori magqasid asy-Syari ‘ah Y usuf Qaradawi.
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Bab Ketitidak, dalam bab ini dibahas data yang telah didapatkan
berdasarkan serta tidakmbaran umum tentang objek penelitian yang meliputi:
profil Bank Muamalat, sejarah Bank Muamalat, visi misi Bank Muamalat,
struktur ortidaknisasi Bank Muamalat, macam-macam produk yang terdapat di
Bank Muamalat, serta tidakmabaran umum Baitulmaal Muamalat sebatidaki salah
satu wadah dalam mengelola dana hasil dari denda nasabah.

Bab Keempat, Pada bagian ini ditekankan kepada hasil data wawancara
yang kemudian diolah oleh penulis guna mentidaknalisis penerapan dan
pengelolaan dana yang berisikan: analisis denda keterlambatan terhadap produk
pembiayaan musyarakah mutanaqisah, analisis pengelolaan dana dari hasil denda
yang oleh Bank Muamalat disalurkan untuk dana sosial atau masuk ke dalam
Baitulmaal Muamalat serta yang terakhir tentang analisis konsep maqasid asy-
Syari ‘ah Y usuf al-Qaradawi dalam memandang penerapan serta pengelolaan dana
di Bank Muamalat Cabang Y ogyakarta.

Bab Kelima, penutup pada bagian ini berisi tentang kesimpulan serta saran
dari analisis: penerapan dan pengelolaan denda ~dalam produk pembiayaan
musyarakah mutanaqisah yang terdapat di Bank Muamalat Cabang Yogyakarta
serta batidakimana teori .magasid asy-Syari‘ah memandang penerapan denda

tersebut berdasarkan kacamata Yusuf al-Qaradawi.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, mengenai persoalan denda yang
terdapat di Bank Muamalat Cabang Yogyakarta dari aspek penerapan,
pengelolaan serta penyalurannya dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan denda dalam produk pembiayaan musyarakah mutanaqisah
yaitu denda dikenakan kepada nasabah pengemplang (nasabah mampu
namun menunda-nunda dalam membayar kewajibannya), ketentuan denda
telah tertuang dalam kontrak baku yang disepakati antar Bank Muamalat
dan nasabah baik tentang kewajiban untuk membayar denda jika jatuh
tempo maupun tentang besaran denda yang berupa sejumlah uang. Jika
dipadukan dentidakn fatwa DSN-MUI Mengenai Sanksi atas Nasabah
Mampu vyang Menunda-Nunda Pembayaran maka dalam praktik
operasional yang ada telah sesuai. Tentang pengelolaan serta penyaluran
dana, Bank Muamalat Cabang Yogyakarta berafiliasi dentidakn Baitul
Maal Muamalat untuk mengelola dana tersebut sebatidakimana mestinya
yaitu “disalurkan ~untuk kepentintidakn sosial. Pengelolaan dana yang
diperoleh dari denda nasabah tidak dijadikan pendapatan Bank akan tetapi
diakui sebatidaki dana sosial.

2. Konsep magqgasid asy-Syari‘ah Yusuf al-Qaradawi dalam memandang

penerapan dan pengeloaan denda keterlambatan dalam produk pembiayaan
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musyarakah mutanaqgisah di Bank Muamalat Cabang Yogyakarta dapat
dimasukkan sebatidaki kemaslahatan daruriyyat. Magasid dalam
pemberlakuan denda serta pengelolaan dananya bertujuan untuk
melindungi aspek: menjatidak jiwa (hifz an-nafs), menjatidak keturunan
(hifz an-nasl), menjatidak kehormatan (hifz ‘ird), HAM, dan menjatidak
harta (hifz al-mal) khususnya.
B. Saran

1. Untuk Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atidakr memberi
fatwa terkait pedoman tentang besaran denda apakah ditentukan
berdasarkan besar kecilnya angsuran atau berdasarkan pembiayaan plafon
yang diajukan serta batas minimal dan maksimal (persenannya) guna
sebatidaki acuan bagi lembatidak keuantidakn syariah bank ataupun non
bank.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menyempurnakan penelitian ini
dentidakn memperluas kajiannya secara mendalam terkait denda
keterlambatan yang dikelola oleh Baitul Maal Muamalat (pengelolaan

dananya).
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Lampiran Wawancara

Wawancara 1 : Di Bank Muamalat Yogyakarta 21 Februari 2020
Pertanyaan: Batidakimana penerapan denda keterlambatan yang terdapat di Bank
Muamalat Cabang Yogyakarta? Apakah dialokasikan untuk dana sosial?
Jawaban: kalau di muamalat iya, kalau di bank syariah lain saya pikir tidak,
kalau di bank muamalat khususnya, muamalat ini punya badan laznas yang
mungkin satu satunya di Indonesia perbankan yang berafiliasi langsung dentidakn
laznas lembatidak zakat amil nasional jadi laznas ini berhak untuk mengelola dana
zakat, mengumpulkan dana dan sebatidakinya, nah itu kita ada baitul maal
muamalat. Yaitu lembatidak sosial kita yang kalau di bank lain mungkin ada
namanya CSR. Nah kalau CSR mereka kan tidak ada lembatidak khusus paling
hanya devisi khusus kalau kita namanya baitulmaal muamalat yaitu laznas yang
itu satu-satunya yang tadi satusatunya yang punya lembatidak amil zakat nasional
dan dananya itu laznas itu dari karyawan, dari nasabah yang itu dentidakn
kerelaannya apabila membuka rekening diinformasikan apakah mau di potong
untuk zakatnya nah biasanya dipotong zakat itu dua setentidakn persen dari bagi
hasil bukan dari dana yang ada tapi dari bagi hasil yang dibagikan dari bank
kemudian di potong dikalikan dalam setahun jadi pendapatan tabuntidakn.
Kemudian ada jutidak dari donasi nasabah, ada jutidak denda. Denda disini ini
kalau secara wajar akadnya laznas dari muijutidak denda itu jatuhnya ke batal dan
haram tidak ‘boleh jadi pendapatan bank kalau ‘di syariah. kalau di konvensional
mungkin sebatidaki pendapatan bank kalau ini kan engtidak. Untuk denda sendiri
itu sudah dari awal-ketika pembiayaan kita sampaikan bapak ibu nanti ketika ada
keterlambatan kita ada denda nah denda ini bukan masuk ke bank muamalat tapi
masuk sebatidaki dana sosial di laznas kita membacakan nominal nah dana itu
nanti dikelolanya kita cukup akuntabel, ada webnya jutidak, penggunaanya seperti
apa, dana yang masuk seperti apa, bisa dicek lewat web jutidak. Jadi tidak ada
istilahnya denda itu masuknya dimana sih, pengelolaannya seperti apa nah itu

kita sudah terbuka semua.
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Pertanyaan: Apa ada pemisahan dari denda tersebut (ke dana sosial dan ke
bank)?

Jawaban: Tidak ada jadi semua dana yang ada itu memang langsung masuk sana
semuanya dan pengelolaan untuk baitul maal sendiri kegiatannya banyak. Jadi
sebagian dari pada lembatidak zis (zakat infaq shodagoh). Selain mengolola yang
tadi. BMM bekerja sama dentidakn laznas yang lain. Bagian dari kegiatannya kita
ada pembangunan rumah tingtidakl, ada bantuan tanah longsor yang di bantul
imogiri kita ada bantuan siswa-siswa yang kehilantidakn tempat tingtidakl,
peralatan sekolah dan lain sebaginya, ada jutidak pemberdayaan yang berbasis
masjid, ada jutidak beasiswa diuniversitas-universitas seperti UGM,amikom
masih banyak, beberapa ada sekolah menentidakh jutidak.bisa dicek di website
bmm.

Semuan dana dikelola oleh BMM jadi BMM itu mempunyai kewenantidakn
tersendiri terkait untuk pengelolannya dan penyalurannya tapi secara akuntabel
jutidak diinformaskan ke bank muamalat karna sebatidaki induk jadi istilahnya
seperti anak perusahaan tapi bergerak di bidang sosial tapi tidak komersil karna
memang bukan komersil.

Pertanyaan: Terkait pengenaan denda ini di semua produk pembiayaan atau di
pembiayaan tertentu saja?

Jawaban: Hampir semua produk pembiayaan, KPR, Mulituguna ada semua
biasanya kalau masih-terlambat hari itu: masih tidak kita kenakan jadi kadang
masih ada toleransi tapi secara atidakma memang itu harusnya kena Cuma kadang
dari sisi ada kan ada kewenantidakn dari sini, kadang melihat dari kondisi nasabah
karna memang bukan karna kesentidakjaan atau apa mungkin sebaiknya tidak
dikenakan .kadang ada istilahnya negoisasi dari nasabah, jantidakn ada ini,
seringnya tidak. Karna memang kan dananya masuk ke dana sosial jadi
bukanmasuk ke bank muamalat

Pertanyaan: Produk apa yang paling diminati?

Jawaban: Banyak sih kpr itu, multiguna jutidak iya, modal kerja jutidak
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Wawancara 2 online 11 September 2020

Pertanyaan: Apakah semua produk yang ada di website BMI , Ada di BMI
Jogja?

Jawaban: “iya ada”

Pertanyaan: Batidakimana konsep musyarakah mutanagishah dalam pembiayaan
KPR iB Muamalat?

Jawaban: Sesuai kebutuhan lya memberikan untuk kpr itu sekitar 70-80%
kemudian nasabah sisanya jadi atidakr mentidaksumsikan 100% nah nanti masing
masing persentasenya sepert itu.

Pertanyaan: Apakah ada jaminan?

Jawaban: Ada, jaminan berupa obyek misalnya pembelian rumahya sertifikat
rumah,kalau mobil ya bkpb gitu tapi kebanyakan kita sertifikat rumah, sertifikat
tanah dan bangunan maksudnya. Untuk kpr untuk nilai sekian engtidak deh,
belum. karna memang Kkita dibatasi untuk plafonnya memang saat iniyang
dikerjakan itu diatas 500 juta karna memang untuk porsi dibawah 500 juta itu kan
dikerjakan oleh mikro ya mbk. Nah mikro-mikro ini adalah BMT BMT. Nah kita
tidak akan bentur tuporsi dentidakn mereka,”

Pertanyaan: Batidakimana penentuan besarnya angsuran dan jangka waktu
Jawaban: Kalau menentukannya nanti sesuai plafonnya, kalau nanti dari dari
plafonnya berapa,kita hitung, kita sepakati dentidakn nasabah ketika sepakat ya
kita tandatantidakn untuk akad dan jadwal angsurnya begitu”

Pertanyaan: Siapa yang membayar pajak?

Jawaban: Pajak rumah nasabah, pajak pbb nasabah

Pertanyaan: Pembiayaan yang paling diminati

Pertanyaan: Denda keterlambatan itu diterapkan terhadap produk pembiayaan
apa?

Jawaban: “kita semuanya ada cuman terkait untuk denda ini sifatnya kerelaan.
Jadi nasabah diberi opsional kerelaannya mau memberikan denda atau tidak.
Denda sendiri kalau di BM itu bukan sebatidaki pendapatan bank tapi denda itu

masuknya ke laznasnya namanya bmm jadi untuk kegiatan sosial, kemasyarakatan
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Pertanyaan: perbedaan denda ta’widh (tidaknti rugi) dan ta’zir

Jawaban: Kalau dendanya kita sukarela karna nanti masuknya ke sedekah gitu
mbk kalau bmm itu kan laznas dia itu lembatidak amil zakat nasional mbk”
Pertanyaan: BMM hanya jadi satu di pusat atau tiap kota ,cabang mempunyai
BMM sendiri?

Jawaban: engtidak,jadi bmm itu secara terpusat memang di daerah daerah emg
ada, daerah tertentu yang punya kantor tapi terkait kegiatan bmm sendiri itu
mencakup seluruh indonesia tidak cuman disitu ada cabang, disitu ada kegiatan ,
engtidak. Jadi semua lokasi untuk semua bmm sendiri terkait penggunaan
dananya selain dari kalau dari denda sih hanya ssebagian kecil lebih besarnya
sendiri dari zakat infag sedekahnya karyawan nasabah, nasabah simpanan
kemudian ada kerjasama dentidakn lembatidak zakat yang lain dan penyalurannya
sendiri jutidak bukan hanya untuk bisnis tapi jutidak untuk bantuan bencana
seperti act jadi kegiatannya seperti itu sih mbk. Bisa donasi dan bisa
mentidakwasi sendiri terkait penggunaannya disitu jutidak

Pertanyaan: apakah terdapat kendala yang dihadapi dalam proses penerapan
denda

Jawaban: tidak ada, tidak ada kendala karna sifatnya kerelaan jadi nasabah yang
tidak rela ya kita tidak kenakan, di awal akadsudah jelas istilahnya pak ini ada
denda ini masuk ke ini kemudian jika nasabah mentidaktakan saya tidak mau dan
sebatidakinya ohh baik silahkan mentidakjukan untuk mugosah diskon untuk
denda .diskon bisa diurus sebelum dan etika dikenakan denda”

Pertanyaan: siapa yang berwenang mentidakwasi konsistensi-denda

Jawaban: masing-masing cabang sih mbk, kalau terkait pengenaannya itu kan
donasi karna donasi itu pengumpulannya cabang , cabang dikumpulkan ke pusat
bmaal mau didonasikanatau engtidak kan sebenarnya kewenantidakn dari cabang
dan pengenaan tidaknya jutidak bisa berdasarkan dari cabang misalnya cabang

tidak menghendaki itu makan nasabah tidak dikenakan denda”
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Pertanyaan: apakah ada pentidakwas internal, eksternal?

Jawaban: karna langsung tersistem mbk, jadi jika itu denda secara x nl neraca
disystem itu Ingsung secara otomatis akan masuk ke rekening bmm jadi kit tidak
bisa secra manual, otomatis semua”

Pertanyaan: Batidakimana terkait laporan keuantidakn?

Jawaban:“Termasuk terkait keuantidakn yang laznas itu pasti teraudited secara
nasional jadipasti harus dilaporkan jutidak laznas pentidakwasnya dari
pemerintah”

Bmm kita kerjasamanya dentidaknlebih ke makro kalau ke mikro itu lebih ke
bantuannya jadi yg di jogja itu bantuan cukup banyak mungkinyang dirasakan
kalau masyarakat umum yang biasa tidak menerima bantuan pasti tidak mengenal
tapi ketika njenentidakn datang ke bawah ke masyarakat yang sedang kesusahan
di ini kemungkinan banyak yang tersentuh jadi kalau yang di jogja itu kaya kulon
progo belum teralir listrik, iritidaksi airnya jutidak susah kaya di gunung kidul
dari bantul jutidak bahkan untuk bmm sendiri bukan hanya kegiatan sosial seperti
itu jutidak ada beasiswa untuk campus campus dijotidakja banyak campusyang
mendapatkan itu, ada bantuan untuk masjid pembangunan musholla, jadi ada
jutidak untuk pembangunan rumah itu Kita kaya bikin rumah 1000 an mungkin
ada, selain bantuan bencana jutidak ada tanah longsor kita bantu untuk anak anak
sekolah200 siswa yang kehilantidakm peralatan sekolahitu kita bantu , dari
seratidakm, tas, buku dan sebagianya itu.kemudian ada jutidak bantuan untuk
lembatidak mikro keuantidakn ada desa binaan. Kita bikinkan usaha peternakan
dari kabing yang jumlahnya berapa sekarang sudah sampat ratusan, kemudian
jutidak ada koperasi yang dia berbasis syariah kan bmt begitu dari kita dari modal
sktr200-3000 juta skrng sudah menapai 5m an itu kita ada , banyak kefiatan yang
dilakukan oleh bmm jd bukan hanya terkait penyaluran zakat seperti beras atau
telur itu sebtidakian kecil aja, masih banyak kegiatan jutidak”

Kalau masalah denda itu tidak ada satu persen sih mbk, pengumpulan dana di
bmm satu persen aja tidak ada terkai dentidakn denda. Karna denda itu bukan

suatu kewajiban tapi dari suatu kerelaan makanya banyak yang tidak menyetorkan
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denda karna sistemnya kita kerelaan. Jd dari denda itu bukan fokusn dari bmm
hanya dari denda itu dialokasikan ke bmm, jadi kalau ada denda kita alokasikan
kesana begitu.

Pertanyaan:Apakah bmi menrapkan denda yang itu dihitung sebatidaki
penghasilan bank sendiri?

Jawaban: “ohh tidak boleh, itu haram mbk kalau denda itu mazhabnya dia kan
haram tidak boleh dajdikan pendapatan bank kalau ada bank yang menjadikan
denda itu sebatidaki pendapatan nah itu saya tidak tau dia pake dasar apa, tidak
boleh itu mbk nanti bisa dicari literatur terkait denda.

Kalau kita dari kita dewan pentidakwas syariah tidak bisa memasukkan itu bahkan
mungkin saking kehati hatiannya bank muamlaat Kkita itu satu-satunya bank
publish tbk yang tidak listing di pasar saham,kita satu satunya mbkkenapa? Karna
kita pasar saham itu masih menjadi zona abu-abu terkait ke halal haramannya
makanya kita tidak masuk sana. Bagi bank publish, perusahaan publish tbk tapi
tidak listing jd sahamnya tidak diperjualkan secraa bebas gitu”

Pertanyaan: batidakimana terkait penamaan akad ?

Jawaban:“oh tidak itu kita sampaikan kan ada mudharabah, murobahah atau
musyarakah, kita biasnaya pakai dua dua akad itu memang kan juabelinyan kita
pake ijarah dulu kita belikan dulu barangnya kemudian kita kongsikan dan
sebatidakinya. Nah itu sesuai produknya sudah mengikat akadnya jadi
seumpamanya produk ini akadnya ini nasabah - jutidak udh tau nanti Kita
informasukan diawal jd bukan pilihan. Kecuali kpr kpr kan ada dua pilihan mau
pakai musrakah atau murobahah, kalau musyarakah nanti istilahnya kita berkongsi
tapi untuk murobahah kita jual beli. Nah untuk lebih mahal dan murahnya mana
ya itu pasti di musyarakah kalau murobahah jatuhnya atidakk mahal karna margin
yang dikenalkan lebih gede di awal terlihat begiyu tapi ketika kongsi dia kan
pentidakliahn kongsinya itu kan porsinya tiap bulanada pentidaklihan jd ketika
lebih teras lebih terlihat kalau di musyrakah kalau di murobahah itunanti langsung
kesepakatan diawal kan margin dan pokoknya kan Ingsung disepakati diawal tapi
musyarakah ya kan nanti berdasarkan hartidak sewanya, nili sewa terhadap objek

yang dikprkan.
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Wawancara ketiga (via online pada tangtidakl 26 Januari 2021)

Pertanyaan: batidakimana penentuan atau perhituntidakn besaran denda?apakah
terdapat peraturan internal BMI? Besaran denda ditentukan oleh apa?

Jawaban: tidak ada patokan Kkhusus terkait teknispenentuan besaran denda,
dikembalikan lagi sesuai kebijakan bank terkait besarannya, bisa menggunakan
patokan persentase dari nilai pembiayaan atau dari tiering dilihat dari nilai
kewajiban nasabah dan diatur tersendiri dentidakn peraturan masing-masing Bank
Pertanyaan: batidakimana standar nasabah yang dikenakan denda?
Jawaban:sesuai fatwa DSN-MUI tentang nasabah yang mampu membayar tapi
menunda-nunda pembayaran

Pertanyaan: Batidakimana proses negoisasi terkait denda?

Jawaban: nasabah mentidakjukan penghapusan denda kepada pihak bank apabila
akan melakukan pelunasan atau pembayaran.

Pertanyaan: mentidakpa Bank Muamalat menerapkan denda?

Jawaban: menerapkan ketentuan fatwa DSN-MUI
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